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Upah Jauh dari Layak, MPBI: Buruh DIY Defisit Ekonomi

YOGYA, TRIBUN - Majelis Pe-
kerja Buruh Indonesia (MPBI)
DIY menyebut upah peker-
ja/buruh saat ini masih jauh
dari mencukupi untuk menu-
tupi kebutuhan sehari-hari.
Hal itu didasarkan atas ha-
sil survei angka Kebutuhan
Hidup Layak (KHL) oleh MPBI
DIY pada Oktober 2024.
Koordinator MPBI DIY, Ir-
sad Ade Irawan, mengung-
kapkan bahwa kondisi per-
ekonomian pekerja/buruh
berada dalam posisi defisit
ekonomi. “Upah. minimum
provinsi (UMP) dan upah mi-
nimum sektoral (UMS) yang
baru ditetapkan untuk tahun
2025 masih lebih rendah

di kisaran Rp3,7 juta hing-
ga Rp4 juta. Dengan situasi
ini, buruh harus menghadapi
kenyataan bahwa pengeluar-
an mereka lebih besar diban-
dingkan pendapatan,” ujar-
nya, Kamis (26/12).

Situasi ini diprediksi akan
semakin  memburuk  de-
ngan kebijakan kenaikan pa-
jak pertambahan nilai (PPN)
menjadi 12 persen mulai ta-
hun depan. Menurut Irsad,
kenaikan PPN akan berim-
bas langsung kepada kena-
ikan harga barang dan jasa,
yang akhirnya menekan daya
beli keluarga buruh.

“Hal ini bisa menurunkan
permintaan barang dan jasa,

perlambat pertumbuhan eko-
nomi dalam jangka pendek,”
tambahnya.

Selain itu, pembebasan
pajak penghasilan (PPh) Pa-
sal 21 untuk pekerja di sek-
tor padat karya dengan gaji
maksimal Rp10 juta per bu-
lan juga dinilai diskriminatif,
karena tidak mencakup se-
mua pekerja di berbagai sek-
tor dan berpotensi menimbul-
kan ketimpangan. Namun,
Irsad mengakui kebijakan itu
akan memberikan ‘dampak
positif bagi perekonomian ke-
luarga buruh yang menerima
manfaatnya.

MPBI DIY mengajukan se-
jumlah rekomendasi kepada

batalkan kenaikan PPN 12
persen karena berpotensi
menekan daya beli masya-
rakat secara signifikan. Ke-
dua, menerapkan pembe-
basan PPh untuk pekerja di
semua sektor tanpa diskrimi-
nasi. Ketiga, merevisi UMP,
UMK, dan UMSP agar sesuai
dengan KHL, kisaran Rp3,7
juta-4 juta.

MPBI DIY juga menekan-
kan pentingnya memperluas
akses terhadap jaminan so-
sial bagi pekerja dan kelu-
arganya, serta memberikan
bantuan langsung tunai (BLT)
kepada keluarga buruh seba-
gai kompensasi atas tekanan
ekonomi yang semakin me-

dari KHL tahun 2024, yaitu sehingga berpotensi mem- pemerintah. Pertama, mem- ningkat. (han)
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